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ABSTRAK

This study aims to formulate a strategy for accelerating the implementation
of land acquisition for the Bogor Outer Ring Road Section IlIA toll road by
exploring the factors that affect land acquisition delays and providing alternative
solutions to problems in land acquisition for the Bogor Outer Ring Road Section
I11A toll road. This research is a qualitative research using content analysis. For
research informants, determined by purposive sampling and accidental sampling
techniques. Data collection techniques in the form of observation, interviews,
questionnaires and documentation. The results of this study indicate that there has
been no change in the implementation time of land acquisition that is more effective,
obstacles in the form of lack of human resources at the Land Office and the
protracted handling of the remaining land of land acquisition. Thus, it is necessary
to make changes in the form of short implementation times, namely by changing the
scheme of the remaining land settlement mechanism and adding civil servants
measuring officers or licensed surveyors according to the need for land area in
land acquisition.
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Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan strategi percepatan
pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Bogor Outer Ring Road Seksi I1IA dengan
menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengadaan tanah dan
memberikan alternatif penyelesaian masalah pada pengadaan tanah jalan tol Bogor
Outer Ring Road Seksi Il1A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan analisis isi (content analysis). Untuk informan penelitian, ditentukan
dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Teknik pengumpulan
data berupa observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa belum adanya perubahan waktu pelaksanaan pengadaan tanah
yang lebih efektif, kendala berupa kekurangan sumber daya manusia pada Kantor
Pertanahan dan berlarut-larutnya penanganan tanah sisa pengadaan tanah. Dengan
demikian, diperlukan upaya perubahan berupa waktu pelaksanaan tahapan yang
dibuat singkat yaitu dengan merubah skema mekanisme penyelesaian tanah sisa dan
menambahkan tenaga PNS petugas ukur atau surveyor berlisensi sesuai dengan
kebutuhan luas lahan dalam pengadaan tanah.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Jalan Tol, Kepentingan Umum

PENDAHULUAN

Pengadaan tanah itu sendiri menurut UU No.2 Tahun 2012 Bab | Pasal 1,
yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk menyediakan tanah
dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Pihak yang berhak disini diartikan sebagai pihak yang memiliki hak dan berkuasa
terhadap objek pengadaan tanah atau bisa dikatan sebagai pihak pemilik tanah
tersebut. Objek pengadaan tanah itu sendiri antara lain bisa berupa tanah, bangunan,
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah
atau yang lainnya yang bernilai. Didalam peraturan ini sendiri diatur jangka waktu
pelaksanaannya, seperti jangka waktu penetapan lokasi dalam pengadaan tanah
yaitu 2 tahun dengan 1 tahun perpanjangan. Sedangkan menurut Boedi Harsono
pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan
hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan,
dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui
musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang
memerlukannya. Pengadaan tanah merupakan suatu keharusan untuk menunjang
terwujudnya sarana umum dan apabila ternyata pemerintah tidak mempunyai cukup
tanah, maka satu-satunya jalan dengan pengadaan tanah dari yang dihaki datau
dimiliki oleh masyarakat baik secara individu maupun lembaga (Iskandar Syah,
Mudakir:2007).

Dalam UU No. 2 tahun 2012 pasal 10 disebutkan bahwa tanah untuk
kepentingan umum salah satunya adalah untuk pembangunan jalan tol. Sektor
prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi
wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu
hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan
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dan jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau
jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan. Untuk itu perlu mengembalikan
peran fungsi jalan tersebut maka harus diupayakan dengan cara meningkatkan
kapasitas jalan / prasarana yang ditujukan guna memecahkan permasalahan yang
ada. Salah satunya dengan cara membangun jalan baru. Kegiatan pembangunan
infrastruktur jalan baru khususnya jalan tol, baru dapat dilaksanakan jika tanah
sebagai sarana pembangunan yang digunakan sudah dalam keadaan bebas atau
sudah dilepaskan status kepemilikannya. Ketersediaan tanah inilah yang menjadi
kunci terselenggarakannya pembangunan dimaksud. Permasalahan muncul ketika
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai instansi pemerintah
yang berwenang dalam mengadakan proyek jalan khususnya jalan tol tidak
memiliki cukup tanah pada lokasi tersebut yang dapat memungkinkan
terlaksananya proyek. Oleh sebab itu, diadakanlah proses pengadaan tanah. Dengan
tujuan agar faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
pengadaan tanah jalan tol dan memformulasikan strategi percepatan pelaksanaan
pengadaan tanah jalan tol. Dan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang
muncul, yaitu Memformulasikan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi I11A dengan menggali faktor-faktor
yang mempengaruhi keterlambatan pengadaan tanah dan memberikan alternatif
penyelesaian masalah pada pembangunan jalan tol Bogor Outer Ring Road Seksi
HIA.

Pada pembangunan jalan tol Bogor Ring Road Seksi IlIA sendiri
membutuhkan tanah seluas 5,3 Ha dengan estimasi kebutuhan bidang sebanyak 259
Bidang Tanah yang berada didalam wilayah 2 Kabupaten/Kota, 2 Kecamtan dan 2
Desa/Keluarahan. Pelaksanaannya sendiri dimulai sejak tahun 2016 yang sampai
dengan saat ini masih berlangsung. Dimana setidaknya terdapat 6 jenis peruntukan
lahan yang teridentifikasi di area studi tanah yang terkena rencana pembangunan
jalan tol Bogor Ring Road Seksi 3A, dimana yang paling dominan adalah tempat
usaha dan atau rumah yang sekaligus dijadikan sebagai tempat usaha sebanyak 217
bidang (82%), tanah kosong sebanyak 8 Bidang (3%), Parkiran sebanyak 31 bidang
(12%), Klinik sebanyak 3 Bidang (1%), Perusahaan Swasta sebanyak 3 bidang (1%)
dan jalan lingkungan 13 bidang (5%).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang/pelaku/aktor dan perilaku yang diamati dari
fenomena yang terjadi. Selain itu, semua data dan informasi yang dikumpulkan
berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Adapun
pengambilan sampel dari sumber data pada penelitian ini dilakukan secara
purposive dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode gabungan yang
kemudian data tersebut dianalisa untuk menjadikan hasil penelitian yang bersifat
generalisasi. Dimana hasil penelitian ini akan mendeskripsikan atau
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merekonstruksikan hasil wawancara mendalam terhadap objek penelitian sehingga
memberikan gambaran yang jelas mengenai Strategi Pelaksanaan Pengadaan Tanah
pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Outer Ring Road.

Adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan
teknik analisis isi  (Content Analysis) yaitu teknik yang dapat digunakan peneliti
untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap
komunikasi merkea seperti buku teks, esay, koran, novel, artikel, lagu, gambar iklan
dan semua jenis komunikasi yang dapat di analisis (Fraenkel dan Wallen : 2007).
Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi yang memanfaatkan
seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan sahih dari sebuah buku atau
dokumen (Satori dan Komariah: 2009). Guba dan Lincoln (Satori dan Komariah:
2009) mengemukakan 5 prinsip dasar pada analisis isi yaitu (1) Proses mengikuti
aturan, setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara
eksplisit, (2) Analisis isi adalah proses sitematis dalam rangka pembentukan
kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar
aturan yang taat asa, (3) Analisis isi merupakan proses yang diarahkan untuk
mengeneralisasi, (4) Analisis isi mempersoalkan isi yang termanisfestasikan, (5)
Analisis isi dapat dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun langkah atau
prosedur analisis isi ini dijelaskan pula oleh Fraenkel dan Wallen (2007:485)
sebagai berikut (1) Peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai; (2)
Mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci; (3)
Mengkhususkan unit yang akan dianalisis; (4) Mencari data yang relevan; (5)
Membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana
sebuah data berkaitan dengan tujuan; (6) Merencakan penarikan sample; (7)
Merumuskan pengkodean kategori / menarik kesimpulan.

Adapun teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
meliputi : (a). Data berupa tabel, menyajikan data-data baik numerik maupun data
non numerik ke dalam bentuk baris dan kolom; (b). Data diagram, menyajikan data-
data numerik ke dalam bentuk diagram agar mudah dipahami meliputi diagram
batang; (c). Data gambar, menyajikan data non numerik ke dalam bentuk gambar
agar dapat dipahami dengan lebih jelas, termasuk di dalamnya hasil dokumentasi
pada lokasi penelitian; (d). Data peta, menyajikan data-data yang dituangkan dalam
perspektif spatial dengan menggambarkannya dalam bentuk peta-peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hipotesis:

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data kuesioner responden, dapat
diketahui bahwa faktor keterlambatan proses pengadaan tanah jalan tol dapat
disimpulkan bahwa masyarakat menilai apabila harga pembebasan tanah tersebut
cocok atau dirasa adil dan manusiawi maka masyarakat akan secara sukarela
melepas kepemilikan bidang tanahnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembobotan
sebesar 87,5% sangat mempertimbangkan masalah pemberian ganti kerugian yang
adil dan manusiawi. Dan 65% masyarakat menilai bahwa keterbukaan informasi
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publik terhadap pengadaan tanah merupakan faktor penting dalam proses pelepasan
asetnya. Selain itu, bahwa masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan pengadaan
tanah jalan tol BRR Seksi I1A, hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor dengan nilai
75%. Pembahasan dan rekomendasi dari tujuan penelitian sebagai berikut:

H1l: Terdapat pengaruh minimnya Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan akibat minimnya SDM yang melakukan proses pengadaan tanah
terutama pada kegiatan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah. Dimana untuk
mengoptimalkan pelaksanaan tersebut dapat menggunakan standart target yang ada
pada Pedoman Imbalan Jasa Penilai yaitu :

No. | Jumlah Bidan Kebutuhan Waktu Luas Lahan
' 9 | Melaksanakan Pekerjaan (Hari) (Ha)
1 15/d 10 8 N

Atau dapat di rumuskan seperti berikut ini :

| Org = b/10*8/d

Keterangan :

Org = Jumlah kebutuhan orang petugas ukur untuk mengerjakan

b = Total jJumlah bidang pada wilayah

10 = Total maksimal jumlah bidang yang surveyor kerjakan

8 = Total Hari maksimal hari surveyor mengerjakan 10 bidang

d = Batasan Waktu Identifikasi dan Inventarisasi Bidang sesuai UU

Adapun hasil analisa perhitungan jumlah orang yang dibutuhkan dalam
mengerjakan identifikasi dan inventarisasi pada pengadaan tanah jalan tol Bogor
Ring Road Seksi 1A adalah dengan menambah personil surveyor agar estimasi
pelaksanaan sesuai UU pun dapat terpenuhi. Seperti pada rumus yang peneliti
sajikan diatas yaitu dimana jumlah bidang dibagi nilai tertinggi jumlah bidang
standar MAPPI kemudian dibagi waktu penyelesaian standar MAPPI dan dibagi
jumlah maksimal hari pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sesuai UU. Dari
hasil perhitungan tersebut maka didapat Kota Bogor membutuhkan 5 surveyor
untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi dengan jumlah bidang 165 Bidang
seluas diatas 5 Hektar, sedangkan untuk Kabupaten Bogor membutuhkan 4
surveyor untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi dengan jumlah bidang 118
Bidang seluas diatas 5 Hektar. Itu artinya bahwa Kota Bogor masih membutuhkan
3 (orang) tenaga surveyor lagi untuk mengefektivitaskan waktu pelaksanaan
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pengukuran begitu juga dengan Kabupaten yang juga memerlukan tambahan 2
(dua) orang tenaga surveyor.

Apabila tenaga PNS dengan Tupoksi Juru Ukur pun minim, maka peneliti mencoba
merekomendasikan untuk menggunakan surveyor swasta yang telah memiliki izin
dari instansi terkait.

H2: Adanya Pengaruh Penyelesaian Tanah Sisa Hasil Pengadaan Tanah.
Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa adanya tanah sisa

hasil pengadaan tanah yang diajukan kembali pembayaran UGR terhadap bidang
tersebut. Dimana untuk mengoptimalkan pelaksanaan tersebut peneliti

merekomendasikan skema penyelesaian sebagai berikut :
Pengumum an |
Hilai UGR
(Trase + Tanah Sisa)
]

Penilik Bidang Pembayaran

Pabaikan Daia
Jika ada keberatan —Tidak-» Pendhian Appraisal
Meminta Tanah
Sisa it dinkor VER

P,

Im'u;m:isasi dan |
Identifi-ad Bidang

(Trase + Tanah Sisa)

luasan dan tegakan

Sumber : Hasil Analisis, 2021
Pada saat Satgas A melakukan pengukuran di bidang trase, pemilik bidang
tanah sisa dapat meminta tanah sisa miliknya juga diukur. Dengan begitu, Satgas A
akan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tersebut secara utuh. Hasil
pengukuran dan pemetaan tersebut merupakan data fisik bidang tanah. Data fisik
tersebut diumumkan selama 14 (empat belas) hari. Selama pengumuman
berlangsung, pihak yang berhak masih dapat mengajukan keberatan atas data fisik,
apabila terdapat keberatan mengenai data fisik maka Satgas A akan melakukan
perbaikan data terlebih dahulu. Apabila tidak terdapat keberatan mengenai data
fisik maka data fisik akan diberikan kepada Tim Penilai. Tim penilai akan
melakukan penilaian bidang trase dan tanah sisa. Pemilik bidang tanah sisa juga
perlu mengajukan surat kepemilikan bidang tanah sisa terlebih dahulu sebelum
dilakukan penilaian. Dengan begitu, ganti kerugian dilakukan terhadap bidang trase
dan tanah sisa bersamaan.
Berikut analisa waktu yang peneliti coba sandingkan dengan mekanisme
penyelesaian tanah sisa yang didapat dilapangan dengan strategi yang peneliti coba
ajukan sebagai strategi yakni sebagai berikut :

Mekanisme Mekanisme
No. Kegiatan Menurut UU Yang Strategi
Dijalankan
1 |Inventarisasi dan ldentifikasi 30 Hari 60 Hari 30 Hari
9 I;’(]Ie:r?tumuman Hasil Invent dan 3 Hari 3 Hari 3 Hari
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3 [Pengajuan Keberatan atas Hasil| ., . 14 Hari 14 Hari
Inventarisasi

4 Verifikasi/perbaikan Hasil 14 Hari 14 Hari 14 Hari
Inventarisasi

5 [Pelaksanaan pengadaan penilai 30 Hari 30 Hari 30 Hari
(appraisal)

g [Pelaksanaan penilai harga 30 Hari 30 Hari 30 Hari
tanah

7 [Penyampaian undangan 5 Hari 5 Hari 5 Hari
musyawarah Harga

g [Musyawarah harga & 30 Hari 40 Hari | 30 Hari
Penetapan Harga

9 |Pemberian ganti rugi 7 Hari 35 Hari 7 Hari

10 |Inventarisasi dan ldentifikasi 30 Hari 30 Hari

11 Pengumuman Hasil Invent dan 3 Hari 3 Hari
Ident

12 Pengajuan Keberatan atas Hasil 14 Hari 14 Hari
Inventarisasi

13 Verlflka_5|/pt_arba|kan Hasil 14 Hari 14 Hari
Inventarisasi

14 Pela}kganaan pengadaan jasa 30 Hari 30 Hari
penilai

15 Pelaksanaan penilai harga 30 Hari 30 Hari
tanah

16 Penyampaian undangan 5 Hari 5 Hari
musyawarah Harga

17 (MR 30 Hari 30 Hari
Penetapan Harga

18 |Pemberian ganti rugi 7 Hari 7 Hari
Total Pelaksanaan (Hari 326 394 163
Kerja)
Total Pelaksanaan (Bulan 148 17.9 74
Kerja)

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Seperti uraian diatas, bahwa dengan mekanisme penyelesaian tanah sisa
yang selama ini dilakukan oleh tim pelaksanaan pengadaan tanah membutuhkan
waktu + 1 Tahun, yaitu dimana adanya proses pengulangan langkah-langkah yang
sudah pernah dilakukan mulai dari angka 10 sampai dengan 18 pada tabel diatas.
Dengan adanya pengulangan kegiatan tersebut maka waktu pelaksanaanpun
semakin panjang dan lama.

20| Page



Vol. 1 No. 1 29 Maret 2022
E-ISSN: 2829-1395 (media online)

JURNAL KAJIAN
WILAYAH DAN KOTA

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi pada penelitian Strategi Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pengadaan Tanah Jalan
Tol Bogor Ring Road Seksi I11 A adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat beberapa faktor hambatan yang mengakibatkan
terlambatnya pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Bogor Ring Road yaitu
adalah (a) terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia yaitu pada tenaga
surveyor / petugas ukur sebanyak 3 (tiga) orang untuk wilayah Kota Bogor
dan 2 (dua) untuk wilayah Kabupaten Bogor; dan (b) terdapat permasalahan
pada pelaksanaan pembayaran tanah sisa yang memakan waktu cukup lama
yaitu £ 17,9 Bulan.

2. Bahwa dalam hal strategi percepatan pelaksanaan pengadaan tanah pada
Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi Il A adalah (a).
pemenuhan kebutuhan tenaga petugas ukur / surveyor dapat dilakukan
dengan cara memperhitungkan luas tanah dan jumlah bidang tanah yang
dikerjakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Adapun standar pedoman
yang digunakan adalah dapat menggunakan Pedoman Standar Imbalan Jasa
Penilai Tahun 2007. (b). terhadap pelaksanaan pembayaran tanah sisa
dilakukan dengan tanpa mengabaikan aspek kepatuhan dalam peraturan
perundang-undangan yaitu dengan cara pada saat Tim Satgas A (petugas
ukur) melakukan pengukuran di bidang trase, pemilik bidang tanah sisa
dapat meminta tanah sisa miliknya juga diukur. Dengan begitu, Satgas A
akan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tersebut secara utuh.
Yang nantinya tanah sisa tersebut dapat dibayarkan sesuai yang
diinginkan/disepakati antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak
yang berhak.

3. Bahwa dugaan keterlambatan waktu pelaksanaan pengadaan tanah
dikarenakan banyaknya masyarakat yang berkeberatan dengan nilai uang
ganti kerugian adalah salah, mengingat besaran ganti kerugian yang
ditawarkan pada pengadaan tanah jalan tol Bogor Ring Road merupakan
nilai ganti kerugian yang sudah mengedepankan asas kelayakan dan
keadilan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Jasa Penilai Pertanahan yang
menilai bukan berdasarkan harga pasar atas properti, melainkan dengan
harga nilai penggantian wajar yaitu dimana nilai untuk kepentingan pemilik
yang didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatu properti,
dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang
diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas properti dimaksud.
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